Menimbang . a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari
Universitas Pendidikan Indonesia, Peraturan Rektor Nomor 54
Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di

Mengingat

- -

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR gg' TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHANATASPERATURANREKNM?NOMOR54TAHUN2021
TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan
Atas Peraturan Rektor Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Pendidikan

Indonesia;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta
Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5509);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan
Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dem Mekanisme
Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015
15 Tahun
Indonesia

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan UPI Nomor
2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan



sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan
Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Pelaksanaan Peraturan UPI Nomor 15
Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2018
tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia;

10.Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020
tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan
Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

11.Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 039 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan
Indonesia;

12.Peraturan Rektor Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Pendidikan
Indonesia,;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 54
TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 54 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf k diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Penyedia barang/jasa wajib memenubhi kualifikasi sebagai berikut:

a.

o 0

=5

memenuhi Kketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan
kegiatan/usaha;

. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk

menyediakan Barang/Jasa;
memiliki kompetensi sesuai bidang keahliannya;

. memiliki pengalaman sesuai bidang usaha dan kompetensinya,

memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang
diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa,;

tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak masuk dalam Daftar Hitam
pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah maupun swasta, tidak pailit,
kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak
untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
memiliki Status valid Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);

. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;

menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Neraca dan Laporan laba
Rugi Perusahaan 1 (satu) tahun terakhir yang disahkan oleh pimpinan
perusahaan untuk perusahaan kecil;

. Untuk penyedia non kecil, laporan keuangan perusahaan harus sudah diaudit

oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan/ Instansi
yang berwenang dengan opini minimal wajar dengan pengecualian;

. memiliki pengalaman menyediakan barang/ jasa baik di lingkungan pemerintah

maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak atau joint venture dalam
kurun waktu 1 tahun terakhir;



(5)

(3)

. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pengiriman pos;

m.penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan
kepentingan;

n. penyedia barang/jasa yang melakukan kemitraan, menyampaikan perjanjian
kerjasama kemitraan yang memuat besarnya persentase/komposisi kemitraan
dari perusahaan yang mewakili kemitraan,dan bilamana penyedia barang/jasa
dimaksud menjadi pemenang, wajib menuangkan perjanjian kemitraan
dimaksud dalam akte notaris dengan pengaturan secara rinci termasuk
ketentuan perpajakannya;

o. khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya sama
dengan di atas kecuali persyaratan yang harus dipenuhi secara administrasi
oleh perusahaan;

p. persyaratan lain dipandang perlu oleh Pokja Pemilihan.

Penyedia dapat berbentuk badan usaha atau perseorangan atau badan usaha

afiliasi UPL

Persyaratan kualifikasi Penyedia akan diatur lebih lanjut dalam Dokumen

Pemilihan.

Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

a pelaksanaan kontrak;

b kualitas barang/jasa;

¢ ketepatan perhitungan jumlah atau volume,

d ketepatan waktu penyerahan; dan

e ketepatan tempat penyerahan.

Persyaratan Penyedia dari luar negeri mengikuti ketentuan/persyaratan negara

setempat.

Ketentuan Pasal 25 ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf i, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Penunjukan Langsung Barang/Jasa dapat dilakukan dalam hal:

a. keadaan tertentu; dan/atau

b. kriteria khusus.

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Barang/Jasa yang hanya terdapat satu penyedia dan/atau merupakan
penyedia yang ditunjuk oleh produsen di Indonesia;

b. Barang/Jasa yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia karena
pemegang hak paten, atau pihak yang mendapatkan lisensi dari pemegang hak
paten;

c. keikutsertaan dalam pendidikan dan/atau pelatihan yang sudah terpublikasi
secara luas;

d. kegiatan operasional yang mendesak dan memerlukan penanganan segera yang
mengganggu kegiatan tri dharma perguruan tinggi setelah mendapat penetapan
dari Wakil Rektor yang membidangi sumber daya;atau

e. tender dengan jumlah Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran
hanya 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.

Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. profesi yang tidak memungkinkan melakukan penawaran, contohnya namun
tidak terbatas pada notaris, konsultan hukum, pengacara, akuntan publik;

b. profesi yang memiliki keunikan dan tidak bisa diperbandingkan, seperti pekerja
seni/ penceramah keagamaan /artis/ motivator, dan sejenisnya;

c. jasa akomodasi hotel;

d. jasa sewa gedung/gudang/ruang terbuka/ rumah dinas/sarana dan prasarana
olah raga;

e. langganan jurnal elektronik, e-book dan software internet komersial;

Barang/Jasa yang merupakan hasil karya seni dan budaya;atau

g. untuk jenis pekerjaan yang berulang dengan ketentuan:

1. pemesanan ulang dilaksanakan melalui penyedia yang terdapat dalam Daftar
Penyedia Terpilih;

lat]




2. pemesanan ulang, dapat diajukan oleh unit kerja untuk pengadaan barang
sejenis;

3. pelaksanaan pengulangan pengadaan barang, harus diyakini akan
memperoleh harga yang kompetitif mengacu pada harga satuan Kontrak
sebelumnya;

4. terlebih dahulu dituangkan dalam dokumen pengadaan;

5. terlebih dahulu dilakukan Kklarifikasi teknis dan negosiasi harga; atau

6. barang yang akan dilakukan pengulangan pengadaan harus memiliki
kualitas yang baik/handal/tidak rusak berdasarkan pemakaian yang ada.

h. jenis pekerjaan yang dapat disediakan oleh badan usaha yang berafiliasi
dengan UPL
i. Badan Usaha yang didirikan oleh UPIL
(4) Prosedur Pengadaan Barang/Jasa dengan metode penunjukan langsung
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Rektor ini.

3. Ketentuan Pasal 62 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 62

(1) UPI mengembangkan sistem pengadaan barang/ jasa secara elektronik.

(2) UPI menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan
barang/jasa secara elektronik.

(3) Sistem pengadaan secara elektronik paling lambat diterapkan 3 (tiga) tahun sejak
Peraturan Rektor ini ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak
Januari 2024.

Ditetapkan di Bandung

/\P\’i(\:la tanggal 2 5 APR 2024
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